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ABSTRAK 

Pilkada sebagai salah bentuk proses demokrasi langsung di Indonesia yang 

membutuhkan berbagai saluran untuk menyampaikan informasi pesan-pesan 

politik kepada masyarakat melalui media penyiaran, seperti televisi dan radio. 

Iklan Pilkada memiliki peran penting dalam mempengaruhi pandangan pemilih 

dan mengarahkan dukungan politik, namun sering kali iklan-iklan politik 

melanggar aturan yang telah ditetapkan, seperti menyebarkan informasi yang 

tidak benar, mengandung ujaran kebencian, atau tidak memenuhi standar etika 

dan aturan yang diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi 

pelanggaran iklan Pilkada 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah 

komunikasi persuasif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dan teknik analisis data deskriptif kualitatif oleh Miles dan 

Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

dari penelitian ini adalah komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi pelanggaran iklan 

Pilkada 2024 terbukti efektif. Pendekatan berbasis regulasi yang dikombinasikan 

dengan komunikasi verbal dan nonverbal mampu mendorong Lembaga Penyiaran 

untuk lebih patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan, dan melalui koordinasi 

dengan berbagai pihak pemantauan intensif, serta penerapan regulasi yang tegas 

KPID Sumatera Utara berhasil memastikan bahwa Lembaga Penyiaran mematuhi 

aturan kampanye yang telah ditetapkan.  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Komunikasi Persuasif, Iklan Pilkada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran yang sangat penting 

dalam mengawasi pelanggaran iklan selama Pilkada 2024 di seluruh wilayah 

Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwasannya iklan Politik yang 

disiarkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh KPI 

tidak hanya mengandalkan pada aturan yang ada. Tetapi juga pada kemampuan 

KPI dalam berkomunikasi secara persuasif dengan berbagai pihak lembaga 

penyiaran yaitu stasiun televisi dan radio. Dalam hal ini komunikasi persuasif 

sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pesan mengenai peraturan iklan 

Pilkada dapat dipahami dan diterima dengan baik. 

K. Anderson mendefinisikan bahwa komunikasi persuasif merupakan suatu 

bentuk interaksi dengan tujuan mengubah pandangan, sikap atau perilaku orang 

atau kelompok lain melalui penyampaian pesan tertentu. Dalam proses 

komunikasi persuasif, diharapkan perubahan yang terjadi pada perilaku, 

keyakinan dan sikap seseorang dapat berlangsung secara stabil, sehingga 

perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator, melainkan atas kehendak 

komunikan itu sendiri (Mirawati, 2021). Dengan memanfaatkan komunikasi 

persuasif yang tepat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diharapkan dapat 

mengurangi potensi pelanggaran dan memastikan iklan Pilkada yang disiarkan 

memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga proses pengawasan dapat berjalan 

dengan lancar tidak ada kendala.
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Komunikasi merupakan syarat utama untuk menyampaian pesan, baik 

berbentuk informasi ataupun yang lainnya melalui media yang dipilih dan 

dianggap sesuai dengan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai sebuah tujuan 

pribadi atau kelompok (Sinaga, 2017). Kegiatan komunikasi dipahami sebagai 

proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak yang 

lain, dengan tujuan untuk mencapai kepahaman yang sama mengenai ide yang 

sedang disampaikan. (Tenerman, 2021). 

Pilkada sebagai salah satu bentuk proses demokrasi langsung di Indonesia 

yang membutuhkan berbagai saluran untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat tentang calon dan program yang mereka tawarkan. Salah satu saluran 

utama untuk menyampaikan pesan-pesan politik melalui media penyiaran, seperti 

televisi dan radio melalui iklan kampanye. Sumatera Utara, sebagai salah satu 

provinsi yang melaksanakan Pilkada 2024, terdapat tantangan besar dalam 

mengawasi iklan politik, terutama dengan adanya potensi pelanggaran yang dapat 

mempengaruhi keadilan pemilu. 

Iklan Pilkada memiliki peran penting dalam mempengaruhi pandangan 

pemilih dan mengarahkan dukungan politik. Namun, seringkali iklan-iklan politik 

ini melanggar aturan yang telah ditetapkan, seperti menyebarkan informasi yang 

tidak benar, mengandung ujaran kebencian, atau tidak memenuhi standar etika 

dan aturan yang seharusnya diterapkan. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak 

hanya merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada, tetapi 

juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam informasi kepada masyarakat. 
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Melalui pengamatan dan wawancara dengan petugas pengawasan siaran di 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara ditemukan beberapa 

masalah yang terjadi. Sebagian ada media penyiaran yang masih belum 

sepenuhnya memahami aturan terkait iklan Pilkada. Meskipun Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara sudah melakukan pengawasan secara 

rutin, seringkali pelanggaran baru terdeteksi setelah iklan tersebut disiarkan. 

Permasalahan ini menunjukkan masih belum optimal dalam memberikan 

pemahaman kepada media penyiaran mengenai aturan iklan Pilkada untuk lebih 

disiplin dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. 

Tanggung jawab utama Komisi Penyiaran Indoensia Daerah (KPID) 

Sumatera Utara mengawasi iklan Pilkada dengan cara yang transparan, efektif dan 

memastikan bahwa semua media penyiaran mematuhi regulasi yang ada. Untuk 

mencapai pengawasan yang optimal terhadap iklan Pilkada diperlukan 

komunikasi persuasif yang baik antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

Sumatera Utara dengan lembaga penyiaran. Melihat permasalahan dan latar 

belakang diatas, peneliti tertarik meneliti EFEKTIVITAS KOMUNIKASI 

PERSUASIF KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA 

UTARA DALAM MENGAWASI PELANGGARAN IKLAN PILKADA 2024. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

komunikasi persuasif Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam 

mengawasi pelanggaran iklan Pilkada 2024. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

komunikasi persuasif Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam 

mengawasi pelanggaran iklan Pilkada 2024. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Praktis, bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera 

Utara hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

untuk meningkatkan efektivitas komunikasi persuasif dalam menjalankan 

tugas pengawasan pelanggaran iklan Pilkada yang akan datang di Sumatera 

Utara. 

b. Secara Teoritis, bagi penulis dan pembaca hasil penelitian ini dapat 

memperluas pemahaman mengenai peran komunikasi persuasif dalam 

proses pengawasan iklan Pilkada, khususnya dalam konteks yang terjadi di 

wilayah Sumatera Utara. 

c. Secara Akademis, bagi peneliti lain hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi yang bermanfaat serta sumber informasi untuk studi lebih 

lanjut mengenai pengawasan iklan Pilkada. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
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BAB II URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini menguraikan tentang komunikasi persuasif, media komunikasi 

massa, media iklan, iklan pilkada, kajian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, 

kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan penutup terdiri dari simpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan kutipan yang di ambil dari buku, artikel/jurnal dan skripsi.
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1. Komunikasi Persuasif 

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, sikap, emosi, pendapat 

atau instruksi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan 

sesuatu, memahami dan mengkoordinasikan suatu kegiatan (Bran, 2012). Selain 

itu, komunikasi juga dapat diartikan sebagai penyampaian pesan  atau gagasan 

dari satu pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu (A Roli, 2022). 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan, yang dapat dianalisis terdiri dari dua aspek, pertama isi pesan (the 

content of the message), kedua lambang (symbol). Konkretnya isi pesan itu adalah 

pikiran atau perasaan, sementara lambang adalah bahasa yang digunakan 

(Uchjana, 2003). 

2.1.1.  Jenis-Jenis Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses berbagi makna yang terjadi melalui perilaku 

verbal dan nonverbal. Setiap perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan 

dua orang atau lebih (Thariq & Anshori, 2017). Komunikasi verbal berupa 

percakapan lisan (oral) dan tulisan (writteni), sedangkan komunikasi nonverbal 

dapat berupa bahasa tubuh (gesture), gambar, warna, penampilan fisik, dan 

sebagainya (Sinaga, 2017). Berdasarkan cara penyampaian informasi, komunikasi 

dapat dibedakan menjadi dua jenis (Razali, 2022) yaitu:
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1. Komunikasi Verbal (Lisan), adalah komunikasi yang disampaikan secara 

langsung, baik secara tatap muka (face to face) maupun melalui media 

sosial atau telepon genggam. 

2. Komunikasi Nonverbal (Tertulis), adalah komunikasi yang tidak 

menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti 

ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. 

Kegiatan komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1) Secara langsung, yaitu komunikasi lisan yang memudahkan kedua belah 

pihak bisa untuk saling memahami. 

2) Secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, 

tulisan, telepon, televisi, radio, dan lain-lain. 

Kata persuasif berasal dari bahasa Inggris yaitu „persuation’, sementara 

persuasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin „persuasio’ yang secara harfiah 

berarti ajakan, bujukan, atau imbauan, dengan cara yang halus dan luwes 

(Uchjana, 2014). Persuasif adalah suatu teknik mempengaruhi sesorang dengan 

memanfaatkan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang 

ingin dipengaruhi (Susanto, 2014). 

Menurut Burgoon dan Rufner, komunikasi persuasif adalah suatu proses 

komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pandangan orang 

lain agar sesuai dengan pendapat dan keinginan dari komunikator atau pembicara 

(Putri & Lukmantoro, 2015). Komunikasi persuasif adalah usaha untuk mengubah 

perilaku sikap seseorang dengan menyampaikan ide, pemikiran, pendapat atau 
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bahkan fakta baru melalui pesan yang komunikatif. Pesan yang disampaikan 

untuk menciptakan ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku seseorang, sehingga 

dapat kestabilan sikap dan membuka peluang terjadinya perubahan yang 

diinginkan (Mavianti et al., 2022). 

Tujuan dari komunikasi persuasif adalah untuk mempengaruhi atau 

membujuk orang lain, baik dari secara umum maupun spesifik. Pada dasarnya 

sama dengan komunikasi persuader untuk mempengaruhi (Jamiluddin, 2005). 

Tujuannya persuasif untuk mengubah sikap (to change the attitude), mengubah 

pandangan/opini (to change the opinion), mengubah perilaku (to change the 

behavior), dan bahkan mengubah masyarakat (to change society) (Uchjana, 2014). 

2.1.2.  Unsur-Unsur Komunikasi Persuasif 

Menurut Sumirat dan Suryana (Dia & Wahyuni, 2022) dalam proses 

komunikasi persuasif, terdapat beberapa unsur-unsur pembentukannya, yaitu: 

a. Persuader (komunikator), adalah individu atau kelompok yang 

menyampaikan pesan persuasif kepada khalayak (persuadee), dengan tujuan 

untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku baik secara verbal 

maupun nonverbal. 

b. Persuadee (komunikan), adalah individu atau kelompok yang menerima 

pesan persuasif dari persuader baik secara verbal maupun nonverbal. 

c. Pesan Persuasif, adalah informasi yang disampaikan untuk mengubah 

pikiran dan tindakan persuadee, dengan memanipulasi ke arah tujuan yang 

telah ditetapkan persuader. Manipulasi ini berkaitan dengan usaha untuk 

mengubah atau menambah fakta sesuai dengan situasi yang ada, dengan 
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tujuan mempengaruhi penerima pesan agar termotivasi untuk mengikuti apa 

yang disampaikan.  

d. Saluran Persuasi, adalah media atau alat yang digunakan oleh persuader 

pesan-pesan persuasif diterima dengan baik oleh persuadee. 

e. Umpan Balik dan Efek. Umpan balik adalah respon aktif dari persuadee 

terhadap pesan persuasif yang disampaikan oleh persuader. Sedangkan efek 

adalah perubahan yang terjadi pada persuadee akibat dari pesan yang 

diterima melalui proses komunikasi. 

2.1.3.  Teknik-Teknik Komunikasi Persuasif 

Menurut Onong Uchjana (Dia & Wahyuni, 2022) beberapa teknik 

komunikasi persuasif yang dapat dilakukan, antara lain: 

a) Teknik Asosiasi, yaitu cara persuader dalam menyampaikan pesan dengan 

cara mengaitkannya pada objek atau peristiwa yang sedang menjadi 

perhatian publik 

b) Teknik Integrasi, merupakan kemampuan persuader untuk berkomunikasi 

dan menyatukan diri dengan khalayak efektif. 

c) Teknik Ganjaran (pay-off technique), yaitu cara mempengaruhi persuadee 

dengan menawarkan keutungan (memberi manfaat) atau menjajikan adanya 

harapan. 

d) Teknik tataan atau (icing), yaitu upaya menyusun pesan komunikasi dengan 

cara yang menarik, sehingga pesan tersebut menjadi enak didengar atau 

dibaca. 
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e) Teknik Red-herring, merupakan cara persuasif dimana komunikator 

berusaha meraih kemenangan dalam komunikasi debat dengan cara 

menghindari argumen yang lemah dan sedikit demi sedikit mengalihkan 

fokus ke topik lain yang lebih dikuasainya untuk menyerang pihak lawan. 

2.1.4.  Tahapan-Tahapan Komunikasi Persuasif 

Pesan persuasif akan efektif jika makna pesan yang disampaikan persuader 

berkaitan dengan makna pesan yang di terima oleh khalayak (sasaran). Menurut 

Nothstine (Bangko, 2022) agar pesan menjadi efektif, persuader harus melakukan 

sembilan tahapan sebelum melakukan komunikasi persuasif, sebagai berikut: 

a. Analisis sasaran, persuader harus terlebih dahulu memahami karakteristik 

persuadeenya agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Persuader harus 

mengetahui komunikannya seperti apa, lokasi penyampaian pesannya di 

mana, dan latar belakang dari komunikannya, untuk mengetahui apakah 

persuadee berada dalam kelompok yang setuju atau tidak setuju. 

b. Pesan yang disampaikan, pesan harus disampaikan dengan jelas dan 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Persuader harus 

memperhatikan aspek kebudayaan dan konteks komunikasi untuk 

memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik. 

c. Meningkatkan dan memelihara motivasi sasaran, yaitu pesan yang 

disampaikan oleh persuader harus bisa membuat sasaran menjadi 

termotivasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh persuader. 

d. Tujuan yang realistis, yaitu persuader harus sadar dalam menyampaikan 

pesan persuasif tidak bisa menggunakan satu cara saja, tetapi harus 
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menggunakan berbagai cara dan tidak langsung berhasil dengan satu cara 

saja. 

e. Pemahaman atas perbedaan sasaran, persuader harus menyadari bahwa 

setiap persuadee memiliki perbedaan. Pesan yang berhasil kepada satu 

orang, tidak selalu berhasil digunakan kepada semua orang. 

f. Pemahaman informasi, persuader harus memahami bahwa persuadee 

memiliki tingkat kepahaman yang berbeda Persuader perlu menggunakan 

lebih dari satu fakta data untuk bisa meyakinkan persuadee. 

g. Pemahaman atas kerumitan sasaran dalam menanggapi pesan, persuader 

harus mengerti bahwa persuadee tidak bisa langsung menerima pesan hanya 

melalui ucapan (kata-kata), tetapi perlu didukung oleh tindakan (aksi) dari 

persuaderuntuk memperkuat pesan tersebut. 

h. Pemahaman atas fakta hanyalah dasar dari berpikir, merasa dan berbuat. 

Fakta memang sangat penting, tetapi persuader juga harus didukung dengan 

beberapa faktor, seperti faktor norma, budaya, dan kepribadian untuk 

menyakinkan khalayak. 

i. Pemahaman atas makna fakta, bahwa fakta tidak sekedar fakta. Persuader 

harus menyadari bahwa ketika dia anggap sebagai fakta, belum tentu 

dianggap fakta oleh khalayak (sasaran) yang menerima pesan. 

Trenholm dan Jensen (1995) mendefinisikan komunikasi interpersonal 

sebagai komunikasi langsung antara dua orang secara tatap muka (komunikasi 

diadik). Littlejohn (1999) memberi definisi komunikasi antarpribadi 

(interpersonal communication) adalah sebagai proses komunikasi yang 
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melibatkan individu-individu. Pendapat Dedy Mulyana (2008) bahwa komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah komunikasi tatap muka, yang 

memungkinkan setiap peserta merasakan reaksi orang lain secara langsung, baik 

secara verbal maupun nonverbal. Menurut Armi Muhammad (2005) bahwa 

komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara dua orang 

atau lebih yang dapat langsung memberikan umpan balik (komunikasi langsung) 

(Aw, 2011). 

2.1.5.  Ciri-Ciri dan Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Ciri-ciri komunikasi interpersonal (Aw, 2011), sebagai berikut: 

a. Arus pesan dua arah 

b. Suasana nonformal 

c. Umpan balik segera 

d. Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat 

e. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara bersamaan dan 

spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Komunikasi interpersonal yang efektif berfungsi membantu, antara lain: 

a) Membentuk dan menjaga hubungan baik antarindividu 

b) Menyampaikan pengetahuan dan informasi 

c) Mengubah sikap dan perilaku 

d) Pemecahan masalah hubungan antarmanusia 

e) Citra diri menjadi lebih baik 

f) Jalan menuju sukses 
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2.1.6.  Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal bersifat action oriented, yaitu suatu bentuk 

tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan komunikasi interpersonal 

itu bermacam-macam (Aw, 2011), di antaranya sebagai berikut: 

a. Mengungkapkan perhatian terhadap orang lain, yang dapat dilakukan 

dengan menyapa, tersenyum, melambaikan tangan, membungkukkan badan, 

atau menanyakan kabar kesehatan orang yang diajak berbicara. 

b. Menemukan jati diri, artinya seseorang berkomunikasi memahami dan 

menggali karakteristik diri sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari orang lain. 

c. Menemukan dunia luar, melalui komunikasi interpersonal seseorang dapat 

memperoleh berbagai informasi dari orang lain, termasuk informasi penting 

dan terkini. 

d. Membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis, sebagai 

makhluk sosial, setiap individu memiliki kebutuhan besar untuk menjalin 

dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. 

e. Mempengaruhi sikap dan perilaku, komunikasi interpersonal berfungsi 

untuk penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberitahu atau 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang baik secara langsung 

maupun tidak langsung (dengan menggunakan media). 

f. Mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, seseorang 

melakukan komunikasi interpersonal hanya untuk mencari kesenangan atau 
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hiburan, seperti berbicara dengan teman mengenai acara ulang tahun dan 

topik lainnya. 

g. Mengatasi kesalahan akibat komunikasi yang salah, komunikasi 

interpersonal dapat digunakan untuk mendekati masalah secara langsung, 

dengan menjelaskan pesan yang menyebabkan kesalahpahaman antara 

pengirim dan penerima pesan. 

h. Memberikan dukungan (konseling), komunikasi interpersonal juga dapat 

digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, 

contohnya seorang mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

mengenai mata kuliah yang harus di ambil dan lain sebagainya. 

2.2. Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan media 

untuk menghubungkan komunikator dan komunikan secara bersamaan, meskipun 

banyak bertempat tinggal yang jauh, memiliki keragaman yang tinggi dan dapat 

memunculkan efek tertentu (A Roli, 2022). Menurut Rahmat (A Roli, 2022) 

menyatakan bahwa komunikasi massa adalah penyampaian pesan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang. 

Komunikasi massa adalah proses penciptaan makna bersama antara media 

massa dan khalayak (Bran, 2012). Komunikasi massa merupakan proses dimana 

organisasi media menghasilkan dan menyebarkan pesan kepada khalayak 

(audiens) yang luas. Komunikasi memiliki peranan penting dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya (Permatasyari, 

2021). 
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Komunikasi massa adalah proses informasi melalui media massa dengan 

berbagai tujuan, terutama untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang 

luas (Irwan, 2022). Tujuan utama dari komunikasi massa tidak hanya untuk 

memberikan informasi, tetapi juga untuk membuat khalayak merasakan informasi 

yang diterima. 

2.2.1.  Fungsi dan Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney 

(Nurudin, 2014), antara lain: 

a. To inform (menginformasikan) 

b. To entertain (memberi hiburan) 

c. To persuade (membujuk) 

d. Transmission of the culture (transmisi budaya) 

Ciri-ciri komunikasi massa dapat diidentifikasikan (Nurudin, 2014), antara 

lain sebagai berikut: 

a) Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

b) Komunikasi dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

c) Pesannya Bersifat Umum 

d) Komunikasinya Berlangsung Satu Arah. 

e) Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

f) Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

g) Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper (Editor) 
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Menurut Cangara (A Roli, 2022) media massa adalah sarana yang 

digunakan untuk menyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) 

dengan menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. 

Media massa merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan untuk khalayak luas, 

dengan jumlah yang besar, dan disalurkan melalui media cetak maupun 

elektronik. Melalui cara ini, informasi yang disampaikan dapat menjangkau 

berbagai lapisan masyarakat (Nur, 2021). 

2.2.2.  Jenis-Jenis Media Massa 

Berdasarkan bentuknya, media massa dibagi menjadi dua jenis (Hadiono, 

2016), yaitu media massa cetak dan media elektronik.  

a. Media massa cetak, adalah sarana komunikasi massa yang menggunakan 

bentuk tulisan yang waktu terbitnya secara teratur seperti surat kabar, 

majalah, buletin, buku, pamlet, brosur, dan lain sebagainya. Media cetak 

menyampaikan ide atau informasi secara umum dan dapat mempengaruhi 

karakter pembaca melalui pesan-pesan yang disampaikan. Karakteristik 

utama media cetak diantaranya bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-

mana, dapat dibaca kapan saja, dan tidak terikat waktu. 

b. Media elektronik, adalah semua kegiatan yang memungkinkan penyiaran 

informasi dengan menggunakan sarana pemancar atau transmisi, baik di 

darat maupun di luar angkasa, yang menggunakan gelombang 

elektromagnetik atau jenis gelombang atau jenis gelombang lainnya. Contoh 

media elektronik meliputi televisi, radio, handphone atau internet. 
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Media komunikasi massa juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

promosi atau kampanye yang sering dilakukan oleh para politisi untuk menambah 

citra baik nama mereka. Oleh karena itu, politisi tersebut akan berusaha dalam 

membuat media massa berisi tentang promosi atau kampanye tentang dirinya yang 

berisi sikap-sikap positif yang dilakukannya. Dengan cara seperti itu dapat 

meningkatkan nama dari politisi tersebut, sehingga khalayak akan melihatnya dan 

akan memberikan penilaian yang positif. 

2.3. Media Iklan 

Televisi merupakan salah satu media massa yang sangat mempengaruhi 

masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, televisi adalah sistem 

penyiaran yang menyertakan bunyi (suara) melalui kabel atau angkasa dengan 

menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi 

gelombang listrik dan kemudian mengubahnya kembali menjadi gambar yang bisa 

dilihat dan suara yang bisa didengar. Kata televisi berasal kata tele yang berarti 

jauh dan vision yang berati tampak. Sehingga, televisi dapat diartikan sebagai 

gambaran atau visual yang dapat dilihat dari jauh (A Roli, 2022). 

2.3.1.  Jenis-Jenis Program Berita Televisi 

Acara televisi atau program TV merupakan tayangan yang disiarkan oleh 

stasiun televisi untuk ditonton oleh masyarakat. Secara umum, program-program 

televisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu program berita dan program nonberita 

(Supiarza et al., 2024). 

a. Program televisi yang berdasarkan berita dapat dibagi menjadi kategori, 

seperti hiburan, drama, olahraga, dan program keagamaan. 
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b. Jenis program televisi yang berdasarkan format teknis atau berdasarkan 

kontennya dapat dibagi menjadi kategori, seperti talk show, dokumenter, 

film, kuis, musik, dan program instruksional. 

Radio merupakan media komunikasi massa yang dapat menjangkau banyak 

orang, keunikan radio membuatnya tetap populer di kalangan masyarakat. Radio 

memiliki sifat yang unik karena menyampaikan informasi hanya dalam bentuk 

audio saja (Winda Kustiawan et al., 2022). Selain itu, radio juga memiliki 

jangkauan luas dan memiliki segmen pasar tertentu (Nasution, 2017). 

2.3.2.  Jenis-Jenis Program Siaran Radio 

Secara umum, program yang disiarkan radio terbagi dari dua kategori utama 

yaitu informasi dan musik. Kedua jenis program ini dirancang agar bisa 

memenuhi kebutuhan audiens dalam hal musik dan informasi. Menurut Masduki 

(Maulana et al., 2023), beberapa jenis program siaran radio tersebut diantaranya: 

a. Produksi Berita Radio 

Berita radio menyajikan fakta berupa peristiwa atau pendapat yang 

penting atau menarik bagi pendengar. Ada dua bentuk berita radio siaran 

langsung dan sedangkan siaran tunda, pada siaran tunda reporter 

mengumpulkan fakta dilapangan, kemudian kembali ke studio untuk diedit 

terlebih dahulu sebelum disiarkan. 

b. Produksi Iklan 

Ada dua jenis iklan yaitu iklan komersial yang mempromosikan produk, 

dan iklan layanan sosial yang berfokus pada pesan komunikasi sosial. Iklan 

radio ada tiga bentuk yaitu Pertama Ad-lib (naskah iklan yang hanya 
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dibacakan dengan durasi 30 detik). Kedua, Spot (yang merupakan iklan 

dengan musik, efek suara, petikan wawancara berdurasi antara 30-60 detik). 

Ketiga, program khusus berupa ad-lib dan spot yang disiarkan bergantian 

sebagai pesan sponsor saat siaran acara tertentu. 

c. Produksi Jinggel 

Tujuan produksi jinggel radio adalah untuk mempromosikan stasiun 

radio, memberikan informasi simbol atau identitas terpenting dari radio agar 

mudah diingat pendengar, membentuk citra radio dibenak pendengar. 

Jinggel biasanya disiarkan sebagai jeda atau selingan dalam acara dan 

durasinya sekitar 5-15 detik. Ada tiga jenis jinggel yaitu jinggel untuk 

stasiun radio (radio expose), untuk acara radio (programme expose), dan 

untuk penyiar radio (announcer expose). 

Media iklan yang disiarkan melalui televisi dan radio, berperan sangat besar 

dalam mempengaruhi opini publik, terutama dalam konteks Pilkada. Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi iklan 

Politik yang disiarkan melalui media televisi dan radio, sementara media lain 

seperti media sosial atau media internet tidak berlaku dalam pengawasan. 

2.4. Iklan Pilkada 

Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna 

adalah „menggiring orang pada gagasan‟. Secara umum, iklan dapat diartikan 

sebagai segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh 

sponsor tertentu. Iklan atau periklanan merupakan bentuk komunikasi yang 
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bertujuan untuk mempengaruhi pendengar, pemirsa dan pembaca agar mereka 

mengambil keputusan atau tindakan tertentu (Liliwer, 2011). 

Iklan Politik adalah iklan yang berhubungan dengan kehidupan politik, 

seperti partai politik, demokrasi, pemilihan pejabat pemerintahan, pemilihan 

anggota legislatif, pemilihan anggota DPD, serta kekuasaan negara (Anshori, 

2018).  Menurut lee, Iklan Politik adalah penyiaran yang bersifat informatif dan 

persuasif dengan tujuan untuk meraih dukungan suara dan memberikan pilihan 

politik mengenai partai politik, kandidat dan program Bolland  (Kustiawan et al., 

2022). Secara umumnya, iklan politik merupakan bagian dari komunikasi 

pemasaran yang bertujuan untuk mendukung kandidat atau program politik 

dengan menggunakan cara pemasaran komersial. Langkah ini digunakan oleh 

partai politik untuk mencapai tujuan mereka. 

2.4.1.  Level Cara Bekerja Iklan Politik 

Iklan Politik memiliki 2 (dua) level cara bekerja (Kustiawan et al., 2022), 

sebagai berikut: 

1) Informasi 

Dalam iklan politik, informasi memiliki peran yang sangat penting 

karena berfungsi untuk menginformasikan pada masyarakat tentang siapa 

saja yang mencalonkan diri dalam dunia politik dan apa yang ditawarkan 

oleh calon itu sendiri supaya khalayak mengetahui visi misinya. Informasi 

ini disampaikan dalam iklan politik melaui peran penting dari jurnalis atau 

media yang digunakan sebagai memberikan informasi. 
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2) Persuasi 

Persuasi dalam iklan politik berhubungan dengan cara-cara yang 

digunakan oleh para calon untuk mempengaruhi masyarakat, melalui iklan 

di televisi atau media lainnya untuk mengubah dalam persepsi, kepercayaan, 

nilai, dan pengharapan pribadi terhadap calon tersebut. 

2.4.2.  Fitur dan Tipologi Iklan Politik 

Menurut Arthur Sanders, seorang ahli dalam penggunaan iklan dan media 

berpendapat bahwa iklan politik yang baik harus menunjukkan empat fitur 

(Kustiawan et al., 2022), yaitu harus: 

a. Memiliki dampak yang kuat dan menarik perhatian. 

b. Menggunakan tema, cerita dan genre untuk tampil releven. 

c. Fokus pada orang-orang bukan hanya politisi atau tokoh yang terlibat. 

d. Sederhana dan jelas, sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami. 

Tipologi Iklan Politik (Kustiawan et al., 2022), sebagai berikut: 

a) Primitif: Iklan yang melihatkan kualitas atau keunggulan kandidat. 

b) Talking head: Fokus pada isu, citra, serta kemampuan kandidat yang 

dianggap layak. 

c) Negatif: Iklan yang menyerang calon lawan. 

d) Concept ad: Iklan yang didesain untuk mempromosikan ide penting dari 

kandidat. 

e) Cinema-Verite: Iklan yang menunjukkan calon dalam situasi nyata, 

berinteraksi dengan orang lain. 
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f) Personal witness (testimoni): Iklan yang menampilkan orang lain yang 

memberi kesaksian atau pendapat tentang kandidat. 

Iklan politik biasanya banya kita temui pada saat-saat menjelang pemilihan 

umum, baik untuk Prsiden/wakil Presiden, Gubernur/wakil Gubernur, 

Walikota/wakil Walikota, Bupati/wakil Bupati dan kegiatan-kegiatan politik 

lainnya. Iklan politik bisa kita saksikan di media Televisi dalam bentuk iklan 

singkat atau laporan berita tentang kegiatan calon kepala daerah. Di media radio, 

iklan politik sering kali disiarkan dalam bentuk adlibs. Sementara di media cetak, 

kita bisa menemukan iklan berupa kolom atau advertorial yang memuat visi-misi 

kandidat, bahkan iklan cetak lainnya seperti Baliho, Banner, Billboard, selebaran, 

stiker-stiker dan lainnya (Anshori, 2018). 

2.5. Kajian Terdahulu 

Hasil penelitian Akhyar Anshori Tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Iklan 

Politik Terhadap Persepsi Pemilih Kota Medan Tahun 2018”:  

„Penelitian ini menemukan hubungan korelasi yang sangat baik antara pengaruh 

iklan politik terhadap keputusan memilih pasangan calon. 43,00% responden 

menyatakan bahwa iklan politik sangat berpengaruh terhadap keputusan memilih 

pasangan calon. 41,00% responden menyatakan iklan politik memiliki pengaruh 

terhadap keputusan memilih pasangan calon dan hanya 16,00% responden yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara iklan politik dengan keputusan 

memilih pasangan calon. Melalui iklan politik media luar ruang, pemilih memiliki 

landasan dalam menentukan sikap dan perilakunya. Perilaku pemilih dapat 

ditujukan dalam hal pemberian hak suara dan menentukan pilihan terhadap 
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pasangan calon yang ada, dalam hal ini salah satu pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018-2023.‟ 

Hasil penelitian Akhyar Anshori, Rudianto, Abrar Adhani, Nurhasanah 

Nasution, Tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Relasi Budaya dalam Pesan 

Saluran Politik terhadap Sikap Pemilih: Studi Kasus di Pilkada Kota Medan 

Tahun 2020”: 

„Penelitian ini menemukan bahwa hanya 27,2% pemilih di Kota Medan yang 

memilih pasangan calon karena adalanya identitas budaya dalam pesan politiknya. 

Lebih dari 50,2% pemilih Kota Medan pada pilkada tahun 2020 memilih 

pasangan calon karena media atau saluran politik yang digunakan, dan hanya 36% 

pemilih Kota Medan yang merespons terkait penggunaan pesan politik melalui 

pendekatan budaya serta saluran yang digunakan.‟ 

Hasil penelitian Herman Pelani, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru, Tahun 

2019 yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

Sulawesi Selatan Terhadap Pemilihan Kepala Daerah”: 

„Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah Sulawesi Selatan terhadap program siaran Pemilihan Kepala 

Daerah tahun 2018 telah dilaksanakan, namun belum berjalan sebagaimana 

mestinya. Penelitian tersebut mengungkapkan adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah Sulawesi Selatan terhadap program siaran pemilihan Kepala Daerah tahun 

2018 yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia staf 
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pengawas siaran (monitoring) dan sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera 

kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.‟ 

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama, 

membahas tentang pengaruh iklan Politik terhadap pemilih Kota Medan tahun 

2018. Penelitian yang kedua, membahas pengaruh relasi budaya dalam pesan dan 

saluran politik Pilkada Kota Medan tahun 2020. Dalam penelitian yang ketiga, 

penelitiannya lebih condong dalam mengawasi iklan Pilkada ditelevisi dan 

penelitian ini dilakukan waktu Pilkada 2018 di Sulawesi Selatan. 

Sedangkan dalam penelitian saya, lebih berfokus pada efektivitas Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi pelanggaran iklan 

Pilkada 2024, melalui komunikasi persuasif berupaya memberikan pemahaman 

kepada lembaga penyiaran mengenai pentingnya mematuhi regulasi terkait iklan 

Pilkada yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memahami fenomena 

yang terjadi pada masusia atau sosial, dengan cara memberikan gambaran yang 

mendalam dan kompleks yang dapat disajikan dalam bentuk kata-kata. Hasil 

penelitian ini biasanya melibatkan laporan rinci yang diperoleh dari sumber 

informan narasumber, serta dilakukan di lingkungan yang alami. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang 

berkaitan dengan manusia dan aspek sosial secara mendalam, bukan hanya 

sekedar mendeskripsikan fenomena secara permukaan seperti yang dilakukan 

dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan positivis. Peneliti lebih berfokus 

pada bagaimana subjek menginterprestasikan makna dari lingkungan mereka dan 

bagaimana makna tersebut mempengaruhi tindakan mereka. Penelitian ini   

dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic), tanpa adanya 

perlakuan (treatmen) atau manipulasi variabel yang diteliti. 

3.2. Kerangka Konsep 

Konsep merupakan gambaran yang lebih sederhana dan abstrak yang 

memudahkan komunikasi antar individu dan mendukung proses pemikiran. 

Konsep ini juga bisa diartikan sebagai representasi pikiran atau ide yang 

menggambarkan suatu kondisi atau masalah. Dalam penelitian ini, kerangka 

konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:
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Gambar Tabel 3.1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

3.3. Defini Konsep 

a. Komunikasi Persuasif adalah proses penyampaian informasi dan pesan yang 

dilakukan oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada lembaga 

penyiaran televisi dan radio, dengan bertujuan untuk mempengaruhi agar 

mematuhi regulasi yang berlaku mengenai iklan Pilkada 2024. 

b. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga independen yang 

bertugas mengawasi, mengatur, dan menegakkan standar siaran di 

Indonesia. KPI berperan dalam memastikan bahwa iklan yang ditayangkan 

selama Pilkada 2024 sesuai dengan aturan yang ditetapkan, baik dari sisi 

durasi maupun waktu tayang. KPI dapat memberikan peringatan atau 

tindakan tegas jika terjadinya pelanggaran. 

c. Pengawasan Siaran Iklan Pilkada 2024 adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

KPI untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi iklan-iklan yang 

ditayangkan di media penyiaran selama masa Pilkada 2024. Pengawasan ini 

mencakup verifikasi apakah iklan tersebut sesuai pedoman yang ada, atau 

iklan tidka sesuai dengan etika. 

Pengawasan Siaran Iklan Pilkada 2024 

Komunikasi Persuasif Komisi Penyiaran Indonesia 

Efektivitas 
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d. Efektivitas, dilihat dari kemampuan KPI dalam mengoptimalkan 

penyampaian pesan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, 

serta bagaimana komunikasi tersebut berkontribusi dalam mencegah 

pelanggaran atau kesalahan dalam penayangan iklan selama Pilkada 2024 di 

Sumatera Utara. 

3.4. Kategorisasi Penelitian 

Tabel 3.4. Kategorisasi Penelitian 

No Konsep Teoritis Indikator 

1 Komunikasi Persuasif  Komunikasi langsung 

 Komunikasi verbal 

 Komunikasi nonverbal 

 Membujuk 

 Mempengaruhi 

 Merubah perilaku 

2 Iklan Pilkada 2024  Demokrasi 

 Sarana Politik 

 Kegiatan Politik 

 Isu dan Citra Politik 

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 

3.5. Narasumber 

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan lengkap tanpa melibatkan 

narasumber yang relevan. Oleh karena itu, untuk penelitian berjalan lancar, sangat 

penting untuk memiliki narasumber yang memberikan informasi dalam penelitian 

ini. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah: 

1. Anggia Ramadhan, SE, M.SI (Ketua KPID Sumatera Utara) 

2. Muhammad Hidayat, S.SOS, MA (Koordinator Bidang PKSP) 

Peneliti memilih kedua narasumber tersebut sebagai sumber informasi 

peneliti, karena narasumber tersebut dianggap memiliki keahlian dalam 
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permasalahan yang diteliti. Keahlian ini didasarkan pada pemahaman dan 

pengetahuan narasumber yang mendalam mengenai efektivitas komunikasi 

persuasif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi siaran iklan 

Pilkada 2024 di Sumatera Utara. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

melalui beberapa cara sebagai berikut: 

a. Observasi, merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

diteliti di lapangan untuk melihat secara detail apa yang sedang terjadi. 

b. Wawancara, mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara 

lisan dan langsung kepada narasumber. 

c. Dokumentasi, pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, 

dengan mencari informasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang 

diteliti oleh peneliti. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data 

dilakukan secara sistematis untuk menyeleksi, mengkategorikan, 

membandingkan, dan menginterpretasikan data yang terkumpul. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena 

yang sedang diteliti. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari wawancara 

(interview) dan studi dokumentasi, peneliti menggunakan teknik analisis data 

kualitatif yang  disarankan oleh Miles dan Huberman  (Rijali, 2019), yang 

meliputi: 
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a. Reduksi Data, adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data, serta 

pengabstrakan informasi dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data, adalah menyusun informasi yang terkumpul sehingga 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan, proses ini dilakukan secara terus-menerus selama 

penelitian berlangsung di lapangan. Kesimpulan yang diambil akan 

diverifikasi selama proses berlangsung, dengan menguji kebenaran, 

kekuatan, dan kesesuaian makna dari data. Setelah data dari wawancara 

dengan informan dikumpulkan, setelah itu peneliti menganalisis data 

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penetian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2024 sampai 

bulan Maret 2025. Dan lokasi penelitian ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara di Jl. Adinegoro No. 7 Medan. 

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1.  Profil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di 

Indonesia yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya, yang 

memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran di 

Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Maksud dan tujuan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sesuai 

dengan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
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2002 tentang Penyiaran, menjelaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar 

sesuai dengan hak asasi manusia. 

2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. 

3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan 

industri terkait. 

4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. 

5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik 

dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. 

6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang 

menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. 

Dalam menjalan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diawasi oleh DPR-RI, dan Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) Daerah diawasi oleh DPRD tingkat Provinsi. 

1) Pasal 8 (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi 

aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. 

2) Pasal 8 (2) dalam menjalan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), KPI mempunyai wewenang: 

a) Menetapkan standar program siaran. 

b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. 

c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 

standar program siaran. 
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d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman 

perilaku penyiaran serta standar program siaran. 

e) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga 

penyiaran, dan masyarakat. 

Visi KPI adalah: 

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat 

untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

Misi KPI adalah: 

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan 

Isi Siaran. 

2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap 

Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran. 

3. Membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap 

penyelenggaraan penyiaran. 

4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang membahasa mengenai “Efektivitas 

Komunikasi Persuasif Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam 

Mengawasi Pelanggaran Iklan Pilkada 2024”. 

Berikut adalah nama-nama narasumber yang terlibat dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1. Identitas Narasumber 

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 

4.1.1. Interaksi KPID Sumatera Utara dengan Pihak Terkait dalam 

Mengawasi Iklan Pilkada 

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan penyiaran, 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara memiliki peran 

penting dalam memastikan bahwa iklan kampanye Pilkada yang ditayangkan di 

berbagai media penyiaran tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam 

menjalankan tugasnya, KPID Sumatera Utara berinteraksi langsung dengan 

No Nama Narasumber Jabatan Usia 

1 Anggia Ramadhan, SE, M.SI Ketua KPID Sumatera Utara 37 Tahun 

2 Muhammad Hidayat, S.SOS, 

MA 

Koordinator Bidang PKSP 

(Pengelolaan Kebijakan dan 

Sistem Penyiaran) 

47 Tahun 
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berbagai pihak terkait, termasuk lembaga penyiaran dan penyelenggara pemilu, 

untuk memastikan aturan penyiaran iklan kampanye dipatuhi. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 

2025, dengan Bapak Anggia Ramadhan, SE. M.SI, selaku Ketua KPID Sumatera 

Utara, beliau menjelaskan: 

“Pertama melakukan sosialisasi, kedua menyurati keseluruhan lembaga 

penyiaran swasta dan maupun lembaga penyiaran publik, mengundang dan 

melakukan sosialisasi. Kami datang ke lembaga penyiaran bersilaturahmi sambil 

mensosialisasikan, membawa surat edaran PKPI (Peraturan Komisi Penyiaran 

Indonesia) menjelaskan kepada mereka aturan-aturan yang tertera di PKPI.” 

(Anggia Ramadhan, wawancara, 06 Maret 2025) 

Dari penjelasan tersebut menunjukkan, untuk mendukung efektivitas 

pengawasan bahwa KPID Sumatera Utara menjalankan tugasnya melalui berbagai 

tahapan, mulai dari melakukan sosialisasi secara langsung kepada lembaga 

penyiaran, pengiriman surat edaran kepada lembaga penyiaran swasta maupun 

publik, hingga melakukan kunjungan langsung ke lembaga penyiaran untuk 

memberikan pemahaman terkait regulasi penyiaran iklan Pilkada. Selain itu, 

untuk memperkuat pengawasan terhadap penyiaran Pilkada, KPID Sumatera 

Utara berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilun (Bawaslu), Dewan Pers, dan Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI). Hal tersebut juga ditegaskan dalam wawancara yang 

dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, dengan Bapak Muhammad 

Hidayat, S.SOS, MA, selaku Koordinator Bidang PKSP KPID Sumatera Utara, 

beliau menyatakan: 
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“Pihak terkait yang berhubungan dengan Pilkada ini, pertama ada KPU, ada 

Bawaslu, kemudian ada lembaga penyiaran, dalam hal ini televisi dan radio. 

Selain itu ada juga Dewan Pers dan KPI. Keempat lembaga ini tergabung dalam 

Gugus Tugas Pemilu dan Pilkada yang pertama kali dibentuk di Jakarta, lalu 

diterapkan di tingkat provinsi. Jadi, kita selalu berkoordinasi dengan KPU dan 

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, sementara KPI mengawasi lembaga 

penyiaran televisi dan radio.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 

2025) 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan iklan Pilkada tidak 

hanya dilakukan oleh KPID saja, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan 

berbagai lembaga terkait, yang tergabung dalam Gugus Tugas Pemilu dan 

Pilkada. Selain itu, sebelum masa kampanye dimulai, KPI Pusat menerbitkan 

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 4 Tahun 2023, yang 

menjadi acuan regulasi kampanye yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Setelah peraturan tersebut diterbitkan, KPID Sumatera Utara 

segera mendistribusikannya kepada seluruh lembaga penyiaran di wilayahnya 

untuk memastikan bahwa aturan tersebut dipahami dan diimplementasikan dengan 

baik. Dalam wawancara lebih lanjut, Bapak Muhammad Hidayat menambahkan 

bahwa KPID Sumatera Utara juga melakukan pemantauan langsung ke daerah-

daerah untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran memahami dan menaati 

regulasi yang berlaku. 

“Makanya, waktu Pilkada kemarin itu turun langsung ke daerah-derah, 

mendatangi berbagai stasiun radio dan televisi di Kota Medan maupun di 



36 

 

 

 

kabupaten lainnya. Di sana, kita menjelaskan aturan iklan kampanye secara 

langsung kepada lembaga penyiaran agar mereka memahami dan mematui 

regulasi yang berlaku.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2025) 

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa interaksi KPID Sumatera Utara dengan pihak-pihak terkait dalam 

pengawasan iklan Pilkada dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi dengan 

lembaga penyelenggara pemilu, serta pemantauan langsung ke lembaga 

penyiaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa iklan 

kampanye yang disiarkan sesuai dengan regulasi dan tidak melanggar aturan yang 

telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. 

4.1.2.  Frekuensi Penggunaan Komunikasi Verbal dalam Klarifikasi 

atau Peringatan 

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap iklan Pilkada, KPID 

Sumatera Utara menggunakan berbagai metode komunikasi, salah satunya adalah 

komunikasi verbal atau lisan, dalam memberikan klarifikasi maupun peringatan 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Komunikasi verbal 

dilakukan secara langsung dalam berbagai kesempatan, seperti memberikan 

peringatan terhadap pelanggaran iklan Pilkada, menyampaikan aturan penyiaran 

kepada lembaga penyiaran, dan melakukan sosialisasi dalam forum resmi maupun 

pertemuan langsung. 

Dalam wawancara dengan Bapak Anggia Ramadhan, menyatakan: 

“Ya tergantung, berapa yang melakukan pelanggaran, kalau secara langsung 

kemarin 3 kali.” (Anggia Ramadhan, wawancara, 06 Maret 2025). 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan komunikasi verbal 

dalam memberikan peringatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jika 

ditemukan adanya pelanggaran, KPID Sumatera Utara akan langsung melakukan 

komunikasi lisan dengan lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk 

memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait kesalahan yang terjadi. Selain itu, 

hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat, juga menegaskan bahwa 

komunikasi verbal merupakan metode utama dalam pengawasan yang dilakukan 

oleh KPID Sumatera Utara. Beliau menjelaskan: 

“Kalau secara umum, KPID Sumatera Utara itu selalu melakukan 

komunikasi verbal kepada lembaga penyiaran. Jadi, kita secara personal itu datang 

ke LP-LP (Lembaga Penyiaran). Kita membagun komunikasi secara lisan, tidak 

hanya saat Pilkada saja. Ketika ada momen Pemilu atau Pilkada, kita 

menyampaikan aturan kepada lembaga penyiaran, baik secara langsung maupun 

melalui pertemuan.” (Muhahammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2025) 

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa komunikasi verbal tidak hanya 

digunakan saat terjadi pelanggaran, tetapi juga diterapkan dalam proses edukasi 

dan sosialisasi kepada lembaga penyiaran. Lebih lanjut, Bapak Muhammad 

Hidayat juga menjelaskan bahwa KPID Sumatera Utara juga memiliki program 

edukasi tahunan bernama Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Standar Program Siaran). Program ini biasanya melibatkan lembaga penyiaran, 

terutama radio di berbagai daerah, untuk diberikan pengarahan terkait aturan 

penyiaran. 
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“Secara umum, kita sudah memberikan pemahaman kepada broadcaster 

yang ada di Sumatera Utara tentang apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan 

dalam iklan kampanye. Pada momen Pilkada, kita turun langsung ke radio-radio, 

berbagai tugas untuk menyampaikan aturan baru terkait iklan kampanye secara 

langsung kepada lembaga penyiaran.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 

Februari 2025) 

Dari pemaparan tersebut, dapat diketehui bahwa komunikasi verbal menjadi 

metode utama yang digunakan KPID Sumatera Utara dalam mengawasai 

penyiaran iklan Pilkada, baik dalam bentuk peringatan terhadap pelanggaran 

maupun dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada lembaga penyiaran. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran memahami dan 

menerapkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga proses penyiaran iklan 

kampanye Pilkada dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

4.1.3.  Penggunaan Komunikasi Nonverbal dalam Pengawasan Iklan 

Pilkada 

KPID Sumatera Utara tidak hanya menggunakan komunikasi verbal, tetapi 

juga dapat melibatkan komunikasi nonverbal seperti gerakan tubuh, ekspresi 

wajah, atau intonasi suara untuk memperjelas pesan yang disampaikan. 

Komunikasi nonverbal sering kali muncul secara alami dalam interaksi langsung 

dengan lembaga penyiaran. Namun, dalam praktiknya dilapangan, KPID 

Sumatera Utara lebih mengutamakan komunikasi verbal dalam menyampaikan 

peringatan atau klarifikasi terkait pelanggaran iklan Pilkada.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggia Ramadhan, menyatakan:  
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“Tidak” (Anggia Ramadhan, wawancara, 06 Maret 2025) 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPID Sumatera Utara tidak secara 

khusus menggunakan komunikasi nonverbal sebagai strategi dalam pengawasan 

iklan Pilkada. Dalam setiap teguran atau klarifikasi yang diberikan, KPID lebih 

mengandalkan komunikasi lisan dan langsung kepada lembaga penyiaran. Namun, 

berbeda yang di sampaikan ketika wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat, 

S.SOS, MA, selaku Koordinator Bidang PKSP KPID Sumatera Utara, 

memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Beliau menjelaskan bahwa elemen 

nonverbal tetap secara alami muncul dalam komunikasi langsung, terutama dalam 

pertemuan tatap muka. 

“Memang komunikasinya komunikasi langsung, jadi antara verbal dan 

gestur itukan memang terlihat. Komunikasi kita tidak melalui media, jadi sebagai 

komunikan mereka bisa melihat langsung. Kita menggunakan tangan, 

menggunakan mimik wajah, intonasi, sehingga mereka bisa memahami apakah ini 

dalam keadaan marah atau hanya sekadar pemberitahuan.” (Muhammad Hidayat 

24 Februari 2025) 

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun komunikasi yang 

dilakukan oleh KPID Sumatera Utara lebih menekankan pada aspek verbal, 

namun dalam interaksi langsung dengan lembaga penyiaran, elemen komunikasi 

nonverbal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan intonasi suara tetap muncul 

secara alami. Dari pemaparan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa KPID Sumatera Utara tidak secara spesifik menerapkan komunikasi 

nonverbal sebagai metode utama dalam pengawasan iklan Pilkada, tetapi elemen 
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nonverbal tetap menjadi bagian dari komunikasi tatap muka dalam memberikan 

peringatan atau klarifikasi kepada lembaga penyiaran. 

4.1.4.  Metode yang Digunakan KPID dalam Membujuk Lembaga 

Penyiaran untuk Mematuhi Aturan 

Dalam pengawasan iklan Pilkada, KPID Sumatera Utara memiliki metode 

tertentu dalam memastikan bahwa lembaga penyiaran mematuhi ketentuan yang 

berlaku, terutama yang berkaitan dengan iklan kampanye yang ditayangkan. 

Metode yang digunakan KPID dalam menangani pelanggaran iklan kampanye 

mencakup beberapa langkah seperti, mengacu pada aturan PKPU (Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum) dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 

Program Siaran) dalam memberikan arahan, memberikan surat edaran dan 

sosialisasi terkait aturan yang berlaku, dan melakukan pertemuan dan diskusi 

dengan lembaga penyiaran. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggia Ramadhan, beliau 

menjelaskan bahwa KPID Sumatera Utara tidak menggunakan pendekatan 

membujuk secara subjektif, melainkan langsung merujuk pada regulasi yang 

berlaku. 

“Metodenya ya menggunakan aturan PKPU dan P3SPS. Tidak ada 

membujuk dalam pendekatan subjektif, jadi pendekatannya pendekatan aturan. 

Jadi, namanya Pemilu atau Pilkada itu penyelenggaranya adalah KPU, ada 

namanya PKPI (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia), PKPI ini merujuk pada 

PKPU. Tidak ada peraturan PKPI yang tersendiri, lahirnya PKPI ini tergantung 
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dengan PKP, surat edaran sosialisasinya ini melalui PKPI, dasar PKPI ini adalah 

PKPU dan P3SPS.” (Anggia Ramadhan, wawancara, 06 Maret 2025) 

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa KPID Sumatera Utara menangani 

pelanggaran iklan kampanye berdasarkan regulasi yang berlaku, tanpa campur 

tangan pribadi atau kesepakatan khusus dengan lembaga penyiaran. Setiap 

lembaga penyiaran yang melanggar aturan akan diarahkan untuk menyesuaikan 

iklannya berdasarkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan P3SPS 

(Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), sehingga tidak ada 

keputusan yang bersifat individual atau kebijaksanaan dari KPID Sumatera Utara. 

Namun, dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat, menjelaskan 

bahwa dalam praktiknya, ada pendekatan yang lebih fleksibel dan komunikatif 

ketika berinteraksi dengan lembaga penyiaran. 

“Kalau saya pribadi, ketika Pilkada kemarin mendatangi radio-radio dan 

televisi-televisi, saya selalu bawain oleh-oleh, saya tanyain kabarnya, lebih akrab 

ngobrolnya sebagai teman. Ngobrolnya tidak formil, bisa sampai 1-2 jam dengan 

lembaga penyiaran, cerita-cerita bisa dengan gelar tawa. Sebelum kita mengarah 

ke rapat itu kan kita mgomong-ngomong dulu, cerita-cerita dulu, baru kemudian 

formil lah kita, dibukalah rapatnya dalam rangka pemantauan Pilkada secara 

formil. Nah setelah itu selesai, kita juga nanti ngomong lagi, jadi lebih ngobrolnya 

itu tidak lagi satu lembaga yang ada yang diatas, ada yang super ordinasi, tidak 

seperti itu. Tapi bagaimana caranya agar komisioner KPID itu tidak arogan. 

Karena rapat itu tidak hanya satu orang, komisioner juga tidak hanya satu orang. 

Sebelum kita membahas materi itu kan ada yang nonformal, nah disitulah bagian 
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yang bisa dibilang pendekatan membujuk tadi.” (Muhammad Hidayat, 

wawancara, 24 Februari 2025) 

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun KPID Sumatera 

Utara secara resmi berpegang pada aturan dalam menangani pelanggaran iklan 

kampanye, ada pula pendekatan komunikasi yang lebih santai dan formal yang 

diterapkan dalam interaksi dengan lembaga penyiaran. Pendekatan ini mencakup, 

membangun hubungan baik dengan lembaga penyiaran melalui percakapan santai 

sebelum pertemuan resmi, menghindari kesan yang terlalu memaksakan atau 

bersifat menguasai dalam komunikasi, agar diskusi terasa lebih terbuka dan 

kondusif, kemudian menciptakan suasana informal sebelum membahas aturan 

secara formal dalam rapat. Dengan metode ini, KPID Sumatera Utara dapat 

menjaga hubungan baik dengan lembaga penyiaran, sekaligus memastikan bahwa 

mereka memahami dan mematuhi regulasi yang ada tanpa mereka ditekan secara 

langsung. 

4.1.5.  Pengaruh KPID terhadap Media dan Kandidat Pilkada dalam 

Mematuhi Aturan 

KPID Sumatera Utara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa 

lembaga penyiaran mematuhi aturan terkait penyiaran iklan kampanye. 

Keberhasilan KPID dalam menjalankan tugas ini dapat dilihat mereka mampu 

mempengaruhi media untuk mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Dalam 

menjalankan pengawasan terhadap iklan kampanye Pilkada, KPID Sumatera 

Utara menerapkan mekanisme sanksi yang jelas, sehingga jika terjadi 

pelanggaran, KPID dapat bertindak sesuai prosedur yang berlaku. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggia Ramadhan, menyatakan: 

“Ya, intinya keberhasilannya seratus persen lah, karena ini berkaitan dengan 

aturan. Jika tidak dipatuhi, tentu ada sanksi tegas yang berlaku.” (Anggia 

Ramadhan, wawancara, 06 Maret 2025) 

Selain itu, peneliti juga menanyakan apakah pernah terjadi situasi dimana 

lembaga penyiaran membantah aturan dengan nada meninggi, serta bagaimana 

cara KPID mengatasinya. Beliau menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa 

pihak yang keberatan atau membantah, KPID tetap menjalankan tugasnya 

berdasarkan regulasi yang berlaku.  

“Memang ada beberapa pihak yang keberatan atau membantah, tetapi kami 

hanya menegakkan aturan yang telah ditetapkan dalam PKPI. Kinerja kami tidak 

didasarkan pada tekanan, melainkan pada objektivitas dan regulasi. Jika ada pihak 

yang tetap membangkang, maka ada tahapan sanksi sesuai dengan PKPI, mulai 

dari klarifikasi, administratif, denda, dan rekomendasi penghentian program 

siaran.” (Anggia Ramadhan, wawancara, 06 Maret 2025) 

Pernyataan diatas, menunjukkan bahwa efektivitas KPID dalam mengawasi 

penyiaran iklan Pilkada sangat tinggi, karena lembaga penyiaran umumnya 

mematuhi aturan setelah diberikan teguran. Namun, dalam konteks pengawasan 

iklan kampanye, kewenangan KPID hanya terbatas pada lembaga penyiaran, 

bukan pada kandidat Pilkada secara langsung. Hal tersebut juga dijelaskan oleh 

Bapak Muhammad Hidayat: 
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“KPID itu hanya mengawasi lembaga penyiaran, sedangkan kandidat itu 

urusannya Bawaslu dan KPU. Kami tidak memiliki kewenangan untuk memberi 

tindakan langsung kepada kandidat, baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Jika ada 

partai atau calon yang melakukan pelanggaran, yang kami tindak tetap lembaga 

penyiaran yang menayangkan iklan tersebut. Biasanya, dalam kasus seperti ini, 

kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum mengambil keputusan. KPI 

atau KPID tidak serta-merta memutuskan apakah sesuatu melanggar aturan atau 

tidak. Seperti kasus Pemilu sebelumnya, kami menghadirkan Bawaslu untu 

meninjua bersama apakah siaran tersebut memang melanggar. Jika Bawaslu 

menyatakan ada pelanggaran, barulah kami memberikan tindakan kepada lembaga 

penyiaran.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2025) 

Dengan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa dalam menangani 

pelanggaran iklan kampanye, KPID Sumatera Utara berkoordinasi dengan 

Bawaslu sebelum mengambil tindakan terhadap lembaga penyiaran. Lebih lanjut, 

Bapak Muhammad Hidayat juga memberikan contoh kasus pelanggaran yang 

ditemukan oleh KPID Sumatera Utara dalam Pilkada 2024. Salah satu kasus yang 

terjadi adalah penanyangan iklan kampanye sebelum masa kampanye dimulai. 

“Jadi kemarin dalam Pilkada 2024, ada dua radio yang kami panggil untuk 

diberikan klarifikasi terkait pelanggaran. Kami para komisioner, hadir dalam 

pertemuan tersebut dan menjelaskan bahwa siaran yang mereka lakukan 

melanggar aturan. Selain itu, ada dua radio lainnya yang juga melakukan 

kesalahan serupa, yaitu menanyangkan iklan kampanye sebelum waktunya. Kami 

pun melakukan komunikasi dan meminta mereka menghentikan siaran tersebut. 



45 

 

 

 

Jika mereka tetap melanjutkan, bukan hanya KPI yang akan bertindak, tetapi juga 

Bawaslu.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2025) 

Tidak hanya itu, KPID Sumatera Utara juga menemukan kasus pelanggaran 

yang terjadi di salah satu stasiun televisi, dimana mereka menayangkan iklan 

kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi. 

“Kami juga menemukan satu stasiun televisi yang melakukan pelanggaran. 

Dalam rapat bersama, kami menjelaskan bahwa siaran mereka melanggar regulasi 

yang telah ditetapkan. Kami menyampaikan hal ini secara lisan, sekaligus 

menggunakan alat peraga untuk memperjelas kesalahan yang terjadi. Sejauh ini 

citra, dalam Pilkada 2024 mereka patuh terhadap arahan yang diberikan. Setelah 

kami pantau, tidak ada lagi siaran yang melanggar aturan setelah mereka 

mendapatkan teguran.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2024) 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa KPID 

Sumatera Utara memiliki pengaruh yang kuat dalam memastikan kepatuhan 

lembaga penyiaran terhadap regulasi iklan Pilkada. Jika terjadi pelanggaran, 

KPID akan memberikan teguran secara langsung dan berkoordinasi dengan 

Bawaslu untuk tindakan lebih lanjut. Selain itu, mekanisme sanksi yang 

diterapkan oleh KPID, seperti klarifikasi, teguran, administratif, denda, dan 

penghentian program siaran, menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa 

media mematuhi aturan yang telah ditetapkan. 

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengawasan, Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 

Pada Lembaga Penyiaran. 
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Pasal 11 ayat 1 (b), KPI Daerah mengenakan sanksi administratif terhadap 

program siaran lokal: 

1. Lembaga Penyiaran Publik Stasiun Daerah; 

2. Lembaga Publik Lokal; 

3. Lembaga Penyiaran Swasta Anggota Sistem Stasiun Jaringan; 

4. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal; 

5. Lembaga Penyiaran Berlangganan Kabel; dan 

6. Lembaga Penyiaran Komunitas. 

Pasal 11 ayat 2, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berupa: 

a. Teguran tertulis; 

b. Pengenaan denda administratif; 

c. Penghentian sementara Program Siaran yang bermasalah setelah melalui 

tahapan tertentu; 

d. Pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau 

e. Penghentian kegiatan Siaran untuk waktu tertentu. 

4.1.6. Upaya KPID dalam Mengubah Perilaku Lembaga Penyiaran agar 

Mematuhi Regulasi 

Dalam upaya memastikan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap regulasi 

yang berlaku dalam penyelenggaraan iklan Pilkada, KPID Sumatera Utara 

menerapkan berbagai langkah pengawasan dan penegakan regulasi. Upaya ini 

bertujuan untuk menciptakan kepatuhan serta perubahan terulangnya pelanggaran 

yang dilakukan sebelumnya. Dalam menjalankan tugasnya, KPID Sumatera Utara 
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menerapkan tahapan-tahapan dalam menangani pelanggaran yaitu, memanggil 

pihak lembaga penyiaran yang melanggar aturan, melakukan klarifikasi terkait 

pelanggaran yang ditemukan, menerapkan sanksi administratif atau denda jika 

pelanggaran tetap dilakukan, dan melakukan pemantauan berkelanjutan untuk 

memastikan kepatuhan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggia Ramadhan, menyatakan: 

“Ya dengan memanggil, meminta klarifikasi. Dipanggil, dimintai klarifikasi, 

kalau masih dilakukan juga dikenakan sanksi, baik berupa teguran administratif 

maupun denda.” (Anggia Ramadhan, wawancara, 06 Maret 2025) 

Pernyataan diatas menegaskan bahwa KPID Sumatera Utara menerapkan 

langkah-langkah tegas dalam memastikan kepatuhan lembaga penyiaran. Jika 

ditemukan adanya pelanggaran, KPID akan memanggil pihak terkait untuk 

memberikan klarifikasi. Apabila setelah diberikan peringatan mereka tetap 

melakukan pelanggaran, sanksi administratif hingga denda akan dikenakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Selain memberikan teguran dan sanksi, KPID 

Sumatera Utara juga melakukan pemantauan berkelanjutan setelah teguran 

diberikan untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran benar-benar mematuhi 

aturan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Muhammad Hidayat: 

“Kita ini sifatnya teknis. Setelah kita panggil dan kita nyatakan bahwa 

mereka melanggar, selanjutnya kita pantau lagi apakah mereka tetap menyiarkan 

iklan yang melanggar aturan atau tidak. Pemantauan ini dilakukan oleh tim 

pemantau. Sejauh ini, dari yang sudah kami panggil karena melanggar, mereka 

berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, dan hasil pemantauan kami 
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memang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi melakukan pelanggaran. 

Contohnya dalam Pilkada kemarin, ada lembaga penyiaran yang menyalahi jam 

tayang. Setelah kami panggil dan berikan arahan, mereka tidak lagi menayangkan 

iklan di luar jadwal yang ditentukan.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 

Maret 2025) 

Penjelasan diatas, menunjukkan bahwa KPID Sumatera Utara tidak hanya 

memberikan teguran, tetapi juga memastikan tindak lanjut dengan melakukan 

pemantauan lapangan. Setelah lembaga penyiaran diberikan peringatan dan 

arahan, tim pemantau KPID Sumatera Utara akan mengawasi apakah mereka 

benar-benar menaati regulasi atau masih melakukan pelanggaran. Jika terbukti 

tetap melanggar, maka langkah lebih lanjut berupa sanksi akan diterapkan. 

Dengan adanya pemantauan berkelanjutan dan mekanisme sanksi yang jelas, 

KPID Sumatera Utara dapat memastikan bahwa lembaga penyiaran tidak hanya 

mematuhi aturan secara sementara, tetapi juga secara berkelanjutan dalam setiap 

tahapan penyiaran iklan kampanye Pilkada. 

4.1.7.  Cara KPID Memastikan Iklan Pilkada Mendukung Demokrasi 

yang Adil 

Demi memastikan bahwa iklan Pilkada yang disiarkan oleh lembaga 

penyiaran mendukung terciptanya Pilkada yang demokratis dan adil, KPID 

Sumatera Utara melakukan pemantauan ketat terhadap konten siaran. Pemantauan 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa iklan yang ditayangkan sesuai dengan 

regulasi serta tidak mengandung unsur yang dapat merugikan prinsip demokrasi 

dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam menjalankan tugasnya, KPID Sumatera 
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Utara melakukan beberapa langkah yaitu, melakukan pemantauan konten iklan 

Pilkada secara ketat selama 24 jam, memastikan bahwa iklan yang ditayangkan 

tidak melanggar aturan yang berlaku, lalu mengidentifikasi potensi pelanggaran 

dan mengambil tindakan diperlukan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggia Ramadhan, menyatakan:  

“Ya melakukan pemantauan, melalui tim pemantau yang ada di KPID 

Provinsi Sumatera Utara. Jadi, tim pemantau itu memantau 24 jam lembaga 

penyiaran, baik swasta maupun publik, untuk melakukan pengawasan konten 

siaran, baik itu iklan Pilkada dan lain sebagainya.” (Anggia Ramadhan, 

wawancara, 06 Maret 2025) 

Pernyataan tersebut, menegaskan bahwa KPID Sumatera Utara memiliki 

mekanisme pemantauan yang berlangsung sepanjang waktu untuk memastikan 

bahwa setiap konten yang disiarkan, termasuk iklan Pilkada, tetap berada dalam 

koridor aturan yang berlaku. Dengan adanya tim pemantau yang bekerja terus-

menerus, KPID dapat segera mengidentifikasi potensi pelanggaran dan 

mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas penyelenggaraan 

Pilkada. Namun, dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat, beliau 

menyoroti tantangan dalam mengukur dampak iklan Pilkada terhadap demokrasi. 

“Kalau itu agak sulit kita citra, karena yang kita pantau itu hanya ini kan 

bicara kewenangan ya. Bagaimana iklan Pilkada itu bisa membentuk Pilkada 

demokratis itu ngukurnya saya rasa agak sulit, karena itu tadi. Kalau yang ada di 

iklan yang terpantau itu kan iklan memilih „pilihlah saya‟, karena kandidat. Nah, 

kalau iklan kampanye itu kan ada iklan sifatnya pendidikan yang dilakukan oleh 
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KPU dan lembaga-lembaga lain. Yang terpantau oleh kita kan yang disiarkan itu 

lebih banyak iklan kandidatnya, itu agak sulit kita pengukurannya, apakah bisa 

menimbulkan demokrasi atau tidak. Karena kalau kita bicara demokratis itu kan 

kita lihat dulu materi iklannya bagaimana. Kalau yang kita pantau kan lebih 

banyak itu mereka melakukan pelanggaran Pilkada, jadi fokus kita ke situ. Kalau 

iklan yang lain tidak terpantau. Misalkan iklan KPU itu isinya apa, yaitu agak ini 

saya sendiri tidak bisa mengomentari terlalu panjang apakah efektif untuk 

membangun demokrasi.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2025) 

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyebutkan nama peneliti saat 

memberikan pemaparan lebih lanjut melalui wawancara dan pembahasan 

mendalam. Sala halnya, wawancara ini dilakukan dengan pendekatan komunikasi 

persuasif, dimana narasumber menyampaikan pandangannya secara meyakinkan 

untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu yang dibahas. 

Dengan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun KPID Sumatera 

Utara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap iklan Pilkada, menilai 

efektivitasnya dalam mendukung demokrasi merupakan tantangan tersendiri. Hal 

ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan KPID Sumatera Utara, yang lebih 

fokus pada aspek kepatuhan terhadap regulasi penyiaran, terutama dalam 

mendeteksi dan menangani pelanggaran. Sebagian besar iklan yang dipantau 

adalah iklan kandidat, sementara iklan edukasi politik yang disiarkan oleh KPU 

dan lembaga lainnya tidak selalu menjadi objek pemantauan utama. Dengan 

demikian, peneliti menyimpulkan bahwa KPID Sumatera Utara berperan dalam 

memastikan bahwa iklan Pilkada sesuai dengan regulasi, tetapi tidak secara 
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langsung menilai efektivitasnya dalam menciptakan demokrasi yang adil. Fokus 

utama KPID tetap pada pengawasan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap 

aturan yang telah ditetapkan. 

4.1.8.  Upaya KPID Sumatera Utara dalam Mencegah Penyalahgunaan 

Sarana Penyiaran dalam Iklan Pilkada 

Untuk memastikan bahwa sarana penyiaran tidak disalahgunakan dalam 

iklan Pilkada, KPID Sumatera Utara melakukan pemantauan secara ketat terhadap 

lembaga penyiaran. Potensi penyalahgunaan ini dapat muncul dalam berbagai 

bentuk seperti, distribusi slot iklan yang tidak merata, penanyangan iklan di luar 

jadwal yang telah ditetapkan oleh regulasi, dan pemberian keuntungan lebih 

kepada pihak tertentu dalam iklan kampanye. Oleh karena itu, pengawasan 

dilakukan agar setiap lembaga penyiaran tetap berpegang pada ketentuan yang 

berlaku dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu secara tidak 

adil. 

Dalam wawancara dengan Bapak Anggia Ramadhan, menyatakan bahwa 

KPID Sumatera Utara memang menemukan adanya potensi penyalahgunaan 

sarana penyiaran dalam iklan Pilkada. 

“Pasti kita melihat ada potensi pemanfaatan lembaga penyiaran untuk 

kepentingan tertentu yang menyimpang dari aturan. Dalam pemantauan, kita bisa 

mengidentifikasi bagaimana bentuk potensinya. Aturan dalam PKPU sudah jelas 

mengatur jumlah slot iklan dan prinsip keadilan dalam distribusinya. Tidak boleh 

ada satu pihak yang menguasai seluruh slot iklan. Maka dari itu, KPID 

berpedoman pada aturan PKPU dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan sarana 
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penyiaran untuk kepentingan politik.” (Anggia Ramadhan, wawancara, 06 Maret 

2025) 

Pernyataan diatas menegaskan bahwa KPID Sumatera Utara mengacu pada 

regulasi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dalam menjalankan 

tugasnya. Jika ada indikasi bahwa lembaga penyiaran tidak membagi slot iklan 

secara adil atau memberikan keuntungan lebih kepada pihak tertentu, KPID akan 

bertindak sesuai dengan kewenangannya untuk menegakkan aturan. Selain itu, 

Bapak Muhammad Hidayat, juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk 

pelanggaran yang ditemukan serta langkah yang diambil KPID dalam 

menanganinya. 

“Potensinya jelas ada, dan kita memang menemukan beberapa pelanggaran 

yang menunjukkan penyalahgunaan sarana penyiaran. Misalnya, iklan Pilkada 

seharusnya tanggal 14 November – 23 November 2024, tapi mereka tetap 

menyiarkan itu sebelum tanggal 14 November 2024, itu pelanggaran kan 

menyalahgunakan. Itu memang ada potensi pasti ada potensi, kalau kita ketika 

menemukan itu kan kita menegur, mengatasinya ketika ada penyalahgunaan 

sarana dalam hal ini lembaga penyiaran, maka kita menegur lembaga penyiaran 

untuk menghentikan iklan tersebut. Maka kita panggil-lah dan mereka hentikan.” 

(Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2025) 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KPID Sumatera Utara telah 

menemukan kasus-kasus nyata penyalahgunaan sarana penyiaran, seperti 

penayangan iklan kampanye sebelum masa kampanye dimulai. Jika terjadi 

pelanggaran, KPID Sumatera Utara akan segera memberikan teguran kepada 
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lembaga penyiaran yang bersangkutan dan meminta mereka menghentikan iklan 

yang melanggar aturan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penerapan 

sanksi yang tegas, KPID Sumatera Utara dapat mencegah penyalahgunaan sarana 

penyiaran dalam iklan Pilkada, sehingga pelaksanaan Pilkada tetap berjalan secara 

adil dan sesuai regulasi. 

4.1.9.  Langkah-Langkah KPID Sumatera Utara dalam Memastikan 

Iklan Pilkada yang Transparan dan Sesuai Aturan 

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap iklan Pilkada, KPID 

Sumatera Utara menerapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa 

lembaga penyiaran mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu langkah utama yang 

dilakukan adalah melalui komunikasi persuasif, baik dalam bentuk pemantauan 

iklan Pilkada secara rutin, evaluasi terhadap kepatuhan lembaga penyiaran, dan 

koordinasi dengan lembaga terkait seperti Bawaslu dan KPU, untuk memastikan 

penyiaran iklan kampanye berlangsung sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

Dalam wawancara dengan Bapak Anggia Ramadhan, menjelaskan bahwa 

pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa iklan Pilkada yang disiarkan 

tetap objektif dan terpercaya bagi masyarakat. 

“Ya memastikan untuk lembaga penyiaran mengiklankan Pilkada sesuai 

aturan, karena iklan ini kan lembaga penyiaran publik maupun swasta, televisi 

ataupun radio ini masih banyak dilihat oleh masyarakat. Dan media ini kan, media 

penyiaran khususnya menjadi satu-satunya media yang bisa memberikan 

informasi yang jelas kepada masyarakat. Dan penyiaran ini menjadi satu-satunya 

jadi yang langsung bisa dilihat dan didengar oleh masyarakat, dan masih objektif 
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masih terpercaya. Ya langkahnya ya dipastikan KPID, bahwa lembaga penyiaran 

memastikan untuk sesuai taat aturan aja, melalui pemantauan montoring dan 

evaluasi.” (Anggia Ramdhan, wawancara, 06 Maret 2025) 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KPID Sumatera Utara memastikan 

lembaga penyiaran menaati aturan iklan Pilkada melalui pemantauan serta 

evaluasi secara rutin. Melalui langkah-langkah ini, KPID berupaya menjada agar 

penyiaran tetap objektif dan terpercaya bagi masyarakat. Selain pemantauan 

internal, KPID Sumatera Utara juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk 

memperkuat pengawasan terhadap iklan Pilkada. Hal tersebut juga dijelaskan oleh 

Bapak Muhammad Hidayat: 

“Kalau kita bersama tiga lembaga lainnya, Bawaslu, KPU, Dewan Pers. 

Tapi kalau di Sumatera Utara atau di provinsi itukan Dewan Pers tidak ada. Jadi, 

tiga lembaga ini kita selalu berkoordinasi, nah khusus untuk KPID kita akan 

ketemu, kita surati ya kemudian kita datangi. Tadikan peraturan yang dibuat PKPI 

tentang Pilkada itukan dibuat lalu kita kirim apakah by E-mail, apakah by 

WhatsApp, kita sampaikan ke semua radio. Problem yang dihadapi radio di 

Sumatera Utara ini kan pendapatannya kurang, karena tidak ada iklan, jadi 

harapannya ketika ada iklan Pilkada itu mereka dapat ada pemasukan. Jadi 

penyalahgunaan di kandidat ini dia kan mau menyalahgunakan sarana tadi, dia 

minta sebelum masa tayang kampanye, harus disiarkan kan melanggar. Nah, 

makanya kita kasih penjelasan lah, trik bagaimana mengemas program itu 

sehingga tidak melanggar P3SPS, tidak melanggar PKPI.” (Muhammad Hidayat, 

wawancara, 24 Februari 2024) 
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Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa koordinasi dengan Bawaslu dan 

KPU menjadi salah satu langkah utama dalam pengawasan iklan Pilkada. KPID 

Sumatera Utara tidak hanya mengawasi secara internal, tetapi juga berkomunikasi 

dengan lembaga penyiaran melalui berbagai media, seperti surat resmi, email, dan 

WhatsApp, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, 

KPID Sumatera Utara juga memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran 

mengenai cara mengemas program agar tidak melanggar Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan Peraturan Komisi Penyiaran 

Indonesia (PKPI). Dengan langkah-langkah ini, KPID Sumatera Utara berupaya 

menciptakan iklan Pilkada yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Sehingga penyiaran tetap berjalan secara profesional dan tidak 

dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu secara tidak adil. 

4.1.10. Penanganan KPID Sumatera Utara terhadap Iklan Pilkada yang 

Mengandung Isu atau Citra Politik yang Merugikan Salah Satu 

Pihak 

Dalam pengawasan iklan Pilkada, KPID Sumatera Utara memiliki 

kewenangan untuk menindak lembaga penyiaran yang menayangkan iklan 

kampanye yang melanggar aturan, termasuk iklan yang mengandung isu politik 

atau citra negatif yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kontestasi Pilkada. 

Namun, dalam praktiknya, KPID Sumatera Utara hanya berwenang mengawasi 

lembaga penyiaran, sementara konten atau substansi iklan menjadi tanggung 

jawab Bawaslu. Jika ditemukan iklan yang bermuatan negatif atau merugikan 

salah satu kandidat, KPID akan mengambil tindakan terhadap lembaga penyiaran 
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yang menayangkannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggia 

Ramadhan, SE, M.SI, selaku Ketua KPID Sumatera Utara, beliau menyatakan: 

“Ya dipanggil, dimintai klarifikasi, kalau tidak diberikan sanksi kalau sudah 

berulang, dan dilaporkan ke Bawaslu. Kami hanya bisa menindak lembaga 

penyiaran saja, peserta Pilkada itu urusannya ke penyelenggara seperti Bawaslu 

dan KPU. Jadi kami tidak berhak menindak peserta Pilkada, kami hanya 

menindak lembaga penyiaran saja.” (Anggia Ramadhan, wawancara, 06 Maret 

2025) 

Pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa jika ditemukan iklan Pilkada yang 

mengandung citra negatif atau merugikan salah satu pihak, KPID Sumatera Utara 

akan terlebih dahulu memanggil lembaga penyiaran terkait untuk dimintai 

klarifikasi. Jika pelanggaran terus berulang, sanksi akan diberikan kepada 

lembaga penyiaran yang bersangkutan, serta melaporkan kasus tersebut kepada 

Bawaslu sebagai pihak yang berwenang menangani pelanggaran yang dilakukan 

oleh peserta Pilkada. Selain itu, Bapak Muhammad Hidayat, S.SOS, MA, selaku 

Koordinator Bidang PKSP KPID Sumatera Utara, menjelaskan bahwa dalam 

Pilkada 2024, KPID tidak menemukan kasus iklan yang mengandung citra politik 

negatif atau merugikan salah satu pihak. 

“Kalau ini kasus ya citra, jadi Pilkada 2024 kita tidak menemukan kasus 

seperti itu. Temuan yang kita lakukan materi iklan ada beberapa kandidat yang 

kemarin, ada iklan Pak Edy, ada iklan Pak Rico Was calon Wali Kota Medan, ada 

iklan Pak Bobby. Tidak ada yang kontennya seperti itu, mereka hanya 

menceritakan tentang program-program mereka saja yang normatif lah seperti 
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iklan, tidak ada yang mengatakan si anu atau memojokkan. Kesalahan yang ada 

itu ya memang di tingkat Radionya dan kalaupun ada itu tidak wewenang KPI. 

Jadi kalau tingkat konten itu di Calonnya itu Bawaslu, kita kan tingkat lembaga 

penyiaran saja.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2025) 

Pernyataan ini menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan KPID 

Sumatera Utara lebih berfokus pada lembaga penyiaran sebagai penyelenggara 

siaran, bukan pada substansi konten iklan itu sendiri. Jika ditemukan konten iklan 

yang bermuatan negatif atau mencemarkan nama baik kandidat lain, Bawaslu 

yang akan menindak peserta Pilkada yang bersangkutan. Lebih lanjut, Bapak 

Muhammad Hidayat juga menjelaskan bahwa lembaga penyiaran tidak selalu 

memproduksi sendiri iklan yang mereka tayangkan, melainkan hanya menerima 

materi iklan dari pihak lain. Oleh karena itu, KPID Sumatera Utara hanya 

berwenang memberikan teguran kepada lembaga penyiaran agar tidak 

menayangkan iklan yang melanggar aturan. 

“Lembaga penyiaran kadang menerima siap, jadi bukan diproduksi sendiri. 

Tapi memang tidak ada konten seperti itu, kalaupun ada itu wewenang Bawaslu. 

Kala ada, misalkan Calon A memfitnah atau menjelekkan Calon lain yang itu 

masuk pelanggaran, tapi kewenangan kita di lembaga penyiaran saja, jangan lagi 

disiarkan itu karena melanggar pasal ini. Kalau lagi disiarkan kita kasih sanksi, 

tapi sejauh ini di Pilkada kemarin, semua lembaga penyiaran kalau kita bilang 

jangan siarkan, mereka langsung berhenti. Tapi kalau mengenai isinya itu tadi 

Bawaslu yang menegur.” (Muhammad Hidayat, wawancara, 24 Februari 2025) 
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Penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam kasus iklan Pilkada yang 

mengandung unsur negatif, KPID Sumatera Utara memiliki dua langkah utama 

yaitu pertama, melarang lembaga penyiaran untuk menayangkan iklan yang 

melanggar aturan. Kedua, menyerahkan urusan konten kepada Bawaslu sebagai 

lembaga yang berwenang menindak peserta Pilkada. Peneliti menyimpulkan 

berdasarkan hasil wawancara tersebut, KPID Sumatera Utara memastikan bahwa 

lembaga penyiaran tidak menjadi alat bagi kandidat tertentu untuk menyebarkan 

propaganda negatif atau mencoreng citra lawan politiknya. Jika ditemukan 

pelanggara, lembaga penyiaran akan diberikan teguran dan sanksi, sementara 

substansi iklan akan ditindak oleh Bawaslu. 

4.2. Pembahasan 

Pembahasan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan 

pengelompokkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sebagai berikut 

yaitu: 

4.2.1.  Interaksi Langsung KPID dengan Pihak Terkait 

Berdasarkan hasil penelitian, KPID Sumatera Utara menjalin interaksi 

langsung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan iklan Pilkada, 

seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 

Dewan Pers, serta lembaga penyiaran televisi dan radio. Bentuk interaksi ini 

dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung, pengiriman surat 

edaran kepada lembaga penyiaran, dan pertemuan koordinasi dengan 

penyelenggara pemilu. KPID Sumatera Utara juga membentuk gugus tugas 

bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers dalam mengawasi penyiaran iklan 
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Pilkada. Hasil ini sejalan dengan teori komunikasi, sebagaimana dikemukakan 

oleh Bran (2012), yang menyebutkan bahwa komunikasi proses pertukaran 

informasi, yang dimana juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan 

koordinasi yang baik antar berbagai pihak. Dengan membangun komunikasi yang 

kuat melaului interaksi langsung dan koordinasi, KPID Sumatera Utara 

memastikan bahwa regulasi penyiaran iklan Pilkada dapat dipatuhi oleh semua 

pihak terkait. 

4.2.2.  Komunikasi Verbal dalam Peringatan dan Klarifikasi 

Dalam menjalankan pengawasan terhadap iklan Pilkada, KPID Sumatera 

Utara sering menggunakan komunikasi verbal dalam memberikan peringatan 

kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan. Berdasarkan hasil penelitian, 

komunikasi lisan digunakan baik dalam pertemuan langsung maupun dalam 

forum sosialisasi. KPID juga rutin mengadakan diskusi dan klarifikasi secara tatap 

muka untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran memahami regulasi yang 

berlaku. Komunikasi verbal yang diterapkan oleh KPID Sumatera Utara sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Razali (2022), menyebutkan bahwa komunikasi 

verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung dan lebih mudah 

dipahami oleh komunikan, terutama dalam konteks penegaran regulasi. Dengan 

penggunaan komunikasi verbal yang intensif, KPID Sumatera Utara dapat lebih 

efektif dalam mengatasi pelanggaran iklan Pilkada serta meningkatkan kepatuhan 

lembaga penyiaran terhadap aturan yang ada. 

4.2.3.  Peran Komunikasi Nonverbal dalam Penyampaian Pesan 



60 

 

 

 

Komunikasi verbal memang menjadi metode utama dalam menyampaikan 

peringatan dan klarifikasi, KPID Sumatera Utara juga menggunakan komunikasi 

nonverbal dalam interaksi dengan lembaga penyiaran, seperti gestur tubuh, 

ekpresi wajah, dan intonasi suara dalam menyampaikan peringatan kepada 

lembaga penyiaran. Pendekatan ini sejalan dengan teori Uchjana (2003) yang 

menekankan bahwa komunikasi nonverbal berperan dalam memperjelas maksud 

suatu pesan. Hal ini juga mendukung penelitian Sinaga (2017), yang menyatakan 

bahwa ekspresi serius atau intonasi suara tegas dapat meningkatkan efektivitas 

komunikasi dalam interaksi formal. Dengan adanya komunikasi nonverbal yang 

mendukung komunikasi verbal, pesan yang disampaikan KPID kepada lembaga 

penyiaran dapat lebih mudah dipahami dan diikuti. 

4.2.4.  Metode Persuasif dan Penerapan Sanksi 

KPID Sumatera Utara tidak menerapkan bujukan dalam arti subjektif, tetapi 

menggunakan pendekatan berbasis regulasi dalam memastikan kepatuhan 

lembaga penyiaran terhadap aturan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPID 

selalu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam memberikan 

arahan kepada lembaga penyiaran. Hasil ini sejalan dengan konsep komunikasi 

persuasif yang dikemukakan oleh Susanto (2014), yang menjelaskan bahwa 

persuasif teknik mempengaruhi seseorang dengan menyampaian fakta dan 

regulasi yang jelas dari komunikan yang ingin dipengaruhi. Dengan menggunakan 

pendekatan ini, KPID Sumatera Utara memastikan bahwa lembaga penyiaran 

memahami regulasi yang berlaku tanpa perlu melakukan negosiasi subjektif. 
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4.2.5.  Dampak Pengawasan Terhadap Kepatuhan Media dan Kandidat 

KPID Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa 

lembaga penyiaran menaati regulasi terkait penyiaran iklan Pilkada. Penelitian 

ini menemukan, keberhasilan KPID Sumatera Utara dalam mengawasi iklan 

kampanye diklaim mencapai 100 persen, karena semua pelanggaran yang 

ditemukan ditindak dengan tegas melalui mekanisme sanksi yang jelas, mulai 

dari klarifikasi hingga denda dan rekomendasi penghentian program siaran. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan KPID Sumatera Utara 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan lembaga penyiaran. 

Dalam konteks kepatuhan kandidat Pilkada terhadap regulasi penyiaran, 

KPID Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak 

peserta Pilkada. KPID Sumatera Utara hanya bertanggung jawab mengawasi 

lembaga penyiaran yang menyiarkan iklan yang melanggar aturan, sedangkan 

sanksi terhadap kandidat yang melanggar adalah wewenang Bawaslu. Hasil ini 

relevan dengan penelitian Akhyar Anshori (2018), yang menemukan 84% 

pemilih di Kota Medan dipengaruhi oleh iklan politik dalam menentukan pilihan 

mereka. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat penting agar informasi 

yang diterima pemilih tidak menyesatkan. 

4.2.6.  Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan 

Perubahan perilaku lembaga penyiaran dalam menaati regulasi iklan Pilkada 

merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh 

KPID Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, KPID Sumatera Utara 

menggunakan pendekatan yang sistematis dalam menegakkan regulasi, yaitu 
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dengan menanggil lembaga penyiaran yang melanggar aturan, meminta 

klarifikasi, memberikan sanksi administratif atau denda jika pelanggaran 

berlanjut, serta melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan kepatuhan. 

Pendekatan ini sejalan dengan konsep komunikasi persuasif yang dijelaskan oleh 

Mavianti el al (2022), yang menyatakan bahwa komunikasi persuasif dapat 

mengubah perilaku seseorang dengan menciptakan ketidaksesuaian antara sikap 

dan tindakan individu terhadap aturan yang berlaku. Dengan hal ini, KPID 

Sumatera Utara berhasil mengubah perilaku lembaga penyiaran dengan 

memastikan bahwa mereka tidak mengulai kesalahan yang sama setelah diberikan 

teguran dan sanksi. 

Selain itu, pemantauan berkelanjutan yang dilakukan KPID Sumatera Utara 

juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan perubahan perilaku lembaga 

penyiaran. Berdasarkan temuan penelitian, setelah diberikan sanksi dan arahan, 

lembaga penyiaran yang sebelumnya melanggar tidak lagi menayangkan iklan di 

luar jadwal yang ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa regulasi yang 

diterapkan oleh KPID Sumatera Utara efektif dalam mendorong kepatuhan 

lembaga penyiaran, yang pada akhirnya berdampak pada penyiaran iklan Pilkada 

yang lebih tertib dan sesuai aturan. 

4.2.7.  Transparansi Iklan Pilkada dan Demokrasi yang Adil 

Keadilan dalam penyiaran iklan Pilkada berperan penting dalam menjaga 

keseimbangan demokrasi berdasarkan wawancara, KPID Sumatera Utara 

melakukan pemantauan ketat selama 24 jam untuk memastikan bahwa iklan 

kampanye yang ditayangkan sesuai dengan rugulasi dan tidak menguntungkan 
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salah satu kandidat secara berlebihan. KPID Sumatera Utara mengakui adanya 

keterbatasan dalam menentukan apakah iklan Pilkada benar-benar mencerminkan 

prinsip demokrasi yang adil. Hal ini disebabkan oleh fokus pengawasan yang 

lebih banyak tertuju pada iklan kampanye kandidat dibandingkan dengan iklan 

edukasi dari KPU.  

Penelitian ini mendukung Kustiawan et al (2019), yang menyatakan bahwa 

iklan Politik memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media informasi yang 

bertujuan memperkenalkan kandidat beserta visi misinya kepada masyarakat, dan 

sebagai alat persuasif digunakan untuk mempengaruhi persepsi pemilih terhadap 

kandidat tertentu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap iklan Pilkada 

sangat penting agar fungsi informatif iklan tetap seimbang dengan aspek 

persuasifnya, sehingga tidak merugikan prinsip demokrasi. 

4.2.8.  Potensi Penyalahgunaan Sarana Penyiaran dalam Iklan Pilkada 

Penyalahgunaan sarana penyiaran dalam iklan Pilkada menjadi salah satu 

tantangan dalam pengawasan yang dilakukan KPID Sumatera Utara. Berdasarkan 

hasil penelitian, KPID Sumatera Utara menemukan beberapa pelanggaran seperti 

penayangan iklan sebelum jadwal resmi kampanye dimulai, yang melanggar 

regulasi yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, KPID Sumatera Utara 

langsung memberikan mereka menghentikan siaran yang melanggar aturan dan 

memberikan sanksi. Hasil ini sejalan dengan konsep media massa, sebagaimana 

dikemukakan oleh Cangara, yang menjelaskan bahwa media massa merupakan 

sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaian pesan kepada 

khalayak luas, termasuk sebagai alat promosi atau kampanye Politik. Namun, 
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ketika media digunakan secara tidak sesuai dengan regulasi, seperti menayangkan 

iklan Politik sebelum jadwal resmi kamoanye, hal ini dapat menciptakan 

ketidakseimbangan dalam penyebaran informasi politik. Keuntungan yang tidak 

adil bagi kandidat tertentu dapat merusak prinsip keadilan dalam Pilkada, 

sehingga diperlukan pengawasan ketat untk memastikan bahwa penyiaran iklan 

politik tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

4.2.9.  Menjaga Transparansi Media dalam Iklan Pilkada 

Transparansi dalam iklan Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa 

informasi yang disiarkan kepada publik bersifat objektif dan sesuai dengan 

regulasi. Berdasarkan hasil penelitian, KPID Sumatera Utara menerapkan 

pemantauan rutin, eveluasi terhadap kepatuhan lembaga penyiaran, serta 

koordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk menjaga transparansi iklan 

kampanye. Selain itu, KPID Sumatera Utara juga menggunakan komunikasi 

persuasif dalam membentuk sosialisasi, surat edaran, serta kunjungan langsung ke 

lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa aturan dipatuhi. Pendekatan ini 

sejalan dengan teori komunikasi persuasif, sebagaimana dikemukakan oleh 

Uchjana (2003), yang menjelaskan bahwa persuasif merupakan teknik komunikasi 

yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan cara yang halus dan 

mudah diterima. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan yang 

diterapkan oleh KPID berhasil meningkatkan transparansi iklan Pilkada, sehingga 

lembaga penyiaran lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku. 

4.2.10. Penanganan Iklan Pilkada yang Mengandung Isu Negatif 
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Dalam pengawasan iklan Pilkada, KPID Sumatera Utara bertanggung jawab 

memastikan bahwa lembaga penyiaran tidak menayangkan iklan yang 

mengandung citra negatif atau merugikan salah satu pihak. Jika ditemukan 

pelanggaran, KPID Sumatera Utara akan memanggil lembaga penyiaran terkait, 

meminta klarifikasi, memberikan sanksi jika pelanggaran berulang, serta 

melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu untuk tindakan lebih lanjut. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian Kustiawan et al (2019), yang mengklasifikasikan iklan 

politik menjadi beberapa tipologi, salah satunya adalah iklan negatif yang 

bertujuan menjatuhkan citra lawan politik. Jika sebuah iklan Politik justru 

menyebarkan citra negatif atau merugikan pihak tertentu, maka iklan tersebut 

berpotensi mencederai prinsip demokrasi. Dalam hal ini, pengawasan KPID 

Sumatera Utara menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa iklan yang 

ditayangkan tetap sesuai regulasi serta tidak merugikan salah satu pihak secara 

berlebihan. Tindakan tegas KPID Sumatera Utara terhadap ikan bermuatan negatif 

berperan dalam menjaga netralitas media serta memastikan informasi yang 

disampaikan kepada publik tetap objektif dan seimbang.  

Berdasarkan seluruh hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi persuasif yang diterapkan oleh KPID Sumatera Utara dalam 

mengawasi pelanggaran iklan Pilkada 2024 terbukti efektif. Pendekatan berbasis 

regulasi yang dikombinasikan dengan komunikasi verbal dan nonverbal mampu 

mendorong Lembaga Penyiaran untuk lebih patuh terhadap aturan yang telah 

ditetapkan, dan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, pemantauan intensif, 

serta penerapan regulasi yang tegas, KPID Sumatera Utara berhasil memastikan 
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bahwa Lembaga Penyiaran mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan. 

Selain itu, interaksi langsung dan komunikasi yang dilakukan KPID Sumatera 

Utara dengan Lembaga Penyiaran juga berkontribusi dalam membangun 

kesadaran akan pentingnya yang adil dan demokratis dalam proses Pilkada. 

Keberhasilan KPID Sumatera Utara dalam memastikan transparansi dan keadilan 

dalam iklan Pilkada juga berdampak pada terciptanya suasana demokrasi yang 

lebih sehat. 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan, seperti 

keterbatasan dalam menjangkau seluruh lembaga penyiaran di daerah terluar, 

yang dapat menyebabkan masih adanya potensi pelanggaran yang tidak 

terjangkau dari pematauan. Selain itu, meskipun koordinasi telah dilakukan 

dengan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers, masih ada 

tantangan dalam menyesuaikan regulasi dengan pelaksanaan di lapangan dalam 

menangani iklan yang mengandung unsur negatif atau kampenye yang tidak 

terang-terangan. KPID Sumatera Utara juga menghadapi kendala dalam 

memastikan transparansi penuh dalam penyiaran iklan Pilkada, terutama terkait 

potensi keberpihakan media terhadap kandidat tertentu. Meskipun sanksi telah 

diterapkan, efektivitasnya dalam memberikan efek jera bagi lembaga penyiaran 

yang melanggar aturan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pengawasan 

yang lebih ketat, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta evaluasi regulasi 

secara berkala diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan iklan 

Pilkada di masa mendatang.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, 

adapun simpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas 

Komunikasi Persuasif Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam 

Mengawasi Pelanggaran Iklan Pilkada 2024 yaitu: 

1. KPID Sumatera Utara menjalin interaksi langsung dengan berbagai pihak, 

termasuk KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers, untuk memastikan kepatuhan 

terhadap regulasi iklan Pilkada. Koordinasi dilakukan melalui sosialisasi, 

surat edaran, dan pertemuan bersama. 

2. Komunikasi verbal menjadi metode utama dalam memberikan peringatan 

dan klarifikasi kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan, baik 

melalui pemanggilan klarifikasi, sosialisasi, maupun diskusi. 

3. Komunikasi nonverbal juga berperan dalam pengawasan dengan 

penggunaan gestur, ekspresi wajah, dan intonasi suara untuk mempertegas 

pesan yang ingin disampaikan, terutama dalam memberikan teguran atau 

arahan kepada lembaga penyiaran. 

4. Pendekatan persuasif yang dilakukan KPID Sumatera Utara terbukti efektif 

dalam mendorong kepatuhan lembaga penyiaran terhadap regulasi iklan 

Pilkada. Pelanggaran yang ditemukan, seperti penayangan iklan di luar 

jadwal kampanye, berhasil dihentikan setelah diberikan peringatan dan 

teguran resmi.
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5. KPID Sumatera Utara berhasil menegakkan aturan dengan tegas melalui 

regulasi yang jelas, memberikan sanksi dari tenguran sampai rekomendasi 

penghentian siaran. 

6. Mekanisme pemantauan berkelanjutan diterapkan untuk memastikan 

perubahan perilaku lembaga penyiaran dalam menaati regulasi. Jika 

ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, maka akan 

dipanggil untuk klarifikasi dan diberi sanksi. 

7. Dalam menjaga demokrasi yang adil, KPID Sumatera Utara melakukan 

pemantauan 24 jam terhadap seluruh konten siaran, memastikan bahwa 

setiap iklan yang ditayangkan tidak memberikan keuntungan berlebih bagi 

kandidat tertentu. 

8. Pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sarana 

penyiaran, memastikan bahwa media tidak digunakan untuk kepentingan 

politik tertentu di luar ketentuan regulasi yang berlaku. 

9. Untuk menjaga transparansi, KPID Sumatera Utara menyampaikan aturan 

secara aktif melalui surat edaran, komunikasi digital, dan sosialisasi 

langsung kepada lembaga penyiaran. Dan kerjasama dengan KPU dan 

Bawaslu untuk memastikan pengawasan iklan Pilkada berjalan optimal. 

10. Selama Pilkada 2024, KPID Sumatera Utara tidak menemukan iklan yang 

secara langsung mencemarkan nama baik atau menyerang kandidat lain. 

Dan jika terjadi pelanggaran seperti itu, KPID Sumatera Utara hanya 

mempunyai wewenang menindak lembaga penyiaran, sementara tindakan 

terhadap kandidat merupakan kewenangan Bawaslu. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat 

peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1. Diharapkan KPID Sumatera Utara terus meningkatkan efektivitas 

komunikasi persuasif dalam pengawasan iklan Pilkada dengan pendekatan 

yang lebih edukatif dan persuasif, sehingga lembaga penyiaran lebih 

memahami aturan yang berlaku dan tidak sekadar mengikuti aturan karena 

takut sanksi. Misalnya, KPID Sumatera Utara dapat mengadakan sosialisasi 

berkala bagi lembaga penyiaran untuk menjelaskan regulasi serta 

memberikan contoh iklan yang sesuai dengan ketentuan. 

2. KPID Sumatera Utara sebaiknya memperkuat pemantauan serta koordinasi 

dengan lembaga penyiaran agar pengawasan terhadap iklan kampanye dapat 

dilakukan lebih optimal dan mencegah terjadinya pelanggaran yang 

berulang. Misalnya, KPID Sumatera Utara bisa membangun sistem 

pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat atau lembaga penyiaran 

melaporkan dugaan pelanggaran iklan kampanye secara langsung, sehingga 

respons terhadap potensi pelanggaran bisa lebih cepat dan efektif.
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